
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1397, 2020 KEMEN-KP. Usaha Perikanan Tangkap. 

Pencabutan. 
 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 58/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

USAHA PERIKANAN TANGKAP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan 

secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang 

usaha perikanan tangkap, perlu mengganti Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di 

Laut Lepas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan 

Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha 

Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 

tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 
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tentang Perubahan atas Pendaftaran dan Penandaan 

Kapal Perikanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha 

Perikanan Tangkap; 

 

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang 

berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau 

kegiatan pengangkutan ikan. 

2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi baik merupakan badan hukum 

maupun bukan badan hukum. 

4. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat 

menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan 

komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada 

Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari 

Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, 

merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham 

Korporasi. 

5. Pemilik Kapal Perikanan adalah orang perseorangan 

warga Negara Republik Indonesia, instansi pemerintah 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, 

instansi pemerintah daerah, dan badan hukum 

Indonesia. 

6. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya 

disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan 

dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan 

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang 

perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di 

bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 

(dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut 

teritorial Indonesia. 
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7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, 

merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk 

Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, 

penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi 

perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, 

zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

8. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua 

belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan 

Indonesia. 

9. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk 

dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan 

Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. 

10. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan 

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal 

penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal 

penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 

(sepuluh) gross tonnage. 

11. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya 

disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi 

rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha 

Perikanan Tangkap. 

12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh 

ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam 

keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

13. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan 

hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus 

digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di 

WPPNRI maupun di Laut Lepas. 

14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung 

lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan 

Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, 
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Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan 

penelitian/eksplorasi perikanan. 

15. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang 

digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, 

termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, 

dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat 

penangkapan ikan.   

16. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang 

memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk 

mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, 

menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau 

mengawetkan ikan. 

17. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan 

atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk 

menangkap ikan. 

18. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat 

SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang 

untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam 

izin tersebut. 

19. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat 

SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal 

Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 

20. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya 

disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Pengangkutan 

Ikan hasil tangkapan. 

21. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang 

selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang 

menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut 

dimiliki oleh Nelayan Kecil. 

22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh 

lembaga online single submission setelah pelaku usaha 

melakukan pendaftaran. 


